SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN
2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI
DI KABUPATEN BANTUL, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
03 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan budaya hukum
masyarakat Pemerintah Daerah perlu melakukan
pembinaan hukum terkait dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam perkembangannya terjadi perubahan
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat
maupun tingkat daerah sehingga perlu melakukan
penataan ulang agar tidak bertentangan antara satu

dengan yang lain;


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://toniasui.wordpress.com/2011/10/28/mengapa-lambang-negara-kita-garuda-grafis-sangat-melekat-dalam-kehidupan-kita/&ei=iz5pVJ-PCcW8uATQr4KYDg&bvm=bv.79142246,d.c2E&psig=AFQjCNHQVM5SsPT

Mengingat :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin
Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di
Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Kabupaten Bantul;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
59);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH
JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL, PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04
TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA,
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin
Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri C Nomor 01);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun
2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri B Nomor 2);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2009 Seri D Nomor 4); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,9/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN\PEMERINTAHAN
\u.b.,i?m‘,;fﬁp LA BAGIAN HUKUM

NIP/v(32802081()<)2031007
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN
2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI
DI KABUPATEN BANTUL, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
03 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Bahwa dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di
tingkat pusat membawa implikasi terhadap regulasi yang ditetapkan di
daerah. Secara hirarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap suatu
peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan
review terhadap Empat Peraturan Daerah sehingga perlu dilakukan
pencabutan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin
Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul
perlu dilakukan pencabutan karena secara yuridis sudah tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

Tahun 2010-2030. Selain itu pengaturan mengenai bangunan di daerah



jaringan irigasi sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor S Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun
2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu
dilakukan pencabutan karena Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah sudah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang. Selain itu Retribusi
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tidak dikenal dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dilakukan pencabutan karena
adanya rekomendasi hasil konsultasi Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 188/8835, tertanggal 5 Juni 2018, bahwa pengaturan
berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak diatur dalam
Peraturan Daerah, tetapi cukup diatur dengan Peraturan Bupati, hal ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Bantul perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak
relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, selain itu ada
ketidaksinkronan substansi materi antara beberapa pasal dalam
peraturan daerah tersebut sehingga tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3
Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di
Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23
Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03



Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup jelas
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